BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat
disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam
pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata dilakukan
berdasarkan empat ketentuan yaitu ketentuan umum zonasi, ketentuan umum
perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.
Pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan umum zonasi dilakukan
berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan pemanfaatan
ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona
peruntukan. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan umum
perizinan, Pemerintah Kabupaten Badungtidak akanmengeluarkanizin apabila
kegiatan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan kawasan yang telah
ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan pemberian
insentif dan disinsentif lebih sering digunakan oleh Pemerintah Kabupaten
Badung untuk menindaklanjuti pelanggaran pemanfaatan ruang. Untuk daerah-
daerah yang akan dikendalikan pemanfaatan ruangnya akan dikenakan pajak
yang lebih tinggi atau pembatasan penyediaan infrastruktur, sedangkan untuk
daerah yangakan didorong pengembangannya akandiberikan keringanan pajak

dan pembangunan serta pengadaan infrastruktur. Tindakan pengendalian
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pemanfaatan ruang lainnyayangdilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung
terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dan
peraturan zonasiadalah pengenaan sanksi. Bentuk sanksi yangdiberikanseperti
peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi,
pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi
ruang, ataupun denda administratif. Pengenaan sanksi kepada pelaku
pelanggaran pemanfaatan ruang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Badung.
. Saran

Pemerintah Kabupaten Badung perlu segera mengganti ketentuan
RTRW Kabupaten Badung karena sudah banyak ketentuan yang tidak sesuai
dengan kondisi yang ada di lapangan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten
Badung juga harus lebih giat dalam mengendalikan pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan RTRW karena akan berdampak buruk bagi lingkungan

hidup.
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